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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

| Pada era globalisasi sekarang ini, kesadaran bahwa dunia semakin
'iﬁterdependensi, telah meningkat, sehingga masalah yang terjadi di satu
negara akan menjadi perhatian negara lain. Dalam hubungan internasional,
kerja sama tidak hanya terbatas pada kerja sama antar negara saja, tapi juga
antar negara dan organisasi internasional non negara.

Isu-isu yang diangkat dalam kerja sama internasional pun kemudian
bertambah, dari yang selama ini membahas tentang isu-isu politik, keamanan,
dan perdamaian saja, berkembang kepada isu-isu lain termasuk isu-isu
lingkungan hidup. Seperti masalah Hak Asasi Manusia (HAM), berbagai
wabah penyakit, kelaparan, migrasi, pengungsi. Salah satu isu yang cukup
menarik saat ini adalah isu kemanusiaan. Isu kemanusiaan didasari pada
deklarasi Piagam HAM dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Sidang
Umum PBB di Paris, pada tanggal 10 Desember 1948 yang telah menetapkan
piagam dengan nama The Universal Declaration of Human Right, berisi 30
pasal. Inti dari isi mukadimah dari pemnyataan sedunia antara lain:

“Bahwa sesungguhnya hak kodrati yang diperoleh
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tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, dan karena itu
setiap manusia berhak akan kehidupan yang layak,

kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadinya”.

Penanggulangan béncana atau disaster management adalah bentuk
tanggung jawab bersama d.alam mewujudkan dan merealisasikan hak asasi
para korban bencana. Penanggulangan bencana menjadi sorotan dunia
internasional akhir-akhir ini. Dengan banyaknya bencana alam yang terjadi,
seperti tsunami di Lautan Hindia, badai Katrina di'Amerika Serikat (AS) dan
kejadian bencana alam lainnya. Semua aktor dalam hubungan internasional,,
baik itu pemerintah suatu negara atau aktor lainnya dari unsur non pemerintah
dituntut untuk dapat bekerja sama secara profesional dalam isu kemanusiaan
ini.

Salah satu bencana yang mendapat perhatian luas adalah bencana
gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Indonesia.
Gempa bumi tektonik di DIY terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2006 jam
05:53:57 WIB dengan pusat gempa 8.00 LS — 110.31 BT (37.2 ki selatan
Kota Yogyakarta, kedalaman 33 km). Magnitudo gempa 5.9 Skala Richter'.

Banyak korban berjatuhan baik itu di Kota Yogyakarta, Kabupaten

Bantul, dan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah, seperti Klaten, Solo dan

! Press Release dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Daerah Istimewa Yogyakarta,
sepem yang dimuat dalam Buletm Bakomas Penanggulangan Bencana Republik Indonesia,
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lainnya. Bencana gempa bumi juga menghancurkan rumah warga dan fasilitas
umum serta-bangunan perkantoran. Bisa digambarkan Yogyakarta seakan
lumpuh untuk sesaat.

Berdasarkan data dari Pos Koordinasi Satuan Koordinasi Pelaksana
Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satkorli-allc. PBP) DIY dan Jawa
Tengah, gempa bumi mengakibatkan 5.778 korban Ymcninggal dan 139,859
rumah rusak berat, serta 278,124 rumah rusak ringan, belum termas'uk
prasarana lingkungan, sekolah, kantor pemerintahén dan prasarana lainnya®
(untuk lebih rinci lihat lampiran 1). Kondisi ini mengakibatkan ribuan
keluarga kehilangan tempat tinggal, scbagian hidup di dalam tenda-tenda
pengungsian, sebagian lainnya hidup menumpang di rumah-rumah kerabat
masing-masing. Di samping itu bencana ini juga mengakibatkan kegiatan
pemerintahan, kegiatan perekonomian_dan kegiatan sosial mengalami banyak
hambatan. Selain menghancurkan dan meluluhjantakkan sarana dan prasarana
yang ada, gempa bumi juga mengakibatkan dampak psikologis bagi
masyarakat. Secara umum masyarakat Yogyakarta berada dalam situasi beban
sosial dan ekonomi yang berat.

Turunnya bantuan internasional dan banyak pihak merupakan bentuk
kepedulian dan tanggung jawab mnegara, organisasi kemanusiaan atau

humanitarian organizations serta pihak lainnya untuk mewujudkan penegakan

2 Buletin Bakomas Penanggulangan Bencana Republik Indonesia tertanggal 3 Juli 2006,
seperti yang termuat dalam alamat situs
http://www.bakornaspbp.go.id/ gempayogya/buletin32/htm
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hak asasi manusia para korban bencana. Berdasarkan peta persebaran NGO
yang dirilis oleh UN OSOCC, tercatat sekitar 45 NGO baik lokal maupun
internasional yang turun dalam penanggulangan bencana gempa bumi di
Yogyakarta (lihat lampiran 2).

Salah satu Organisasi Internasional Non Pemerintah atau Intemationa} .
Non Government Organizations (INGO) yang membantu adalah OXFAM. :
OXFAM merupakan salah satu dari sekian banyak INGO yang hadir dan ikut
membantu masyarakat korban gempa di Yogyakarta. OXFAM merupakaﬁ
salah satu INGO independen yang sudah beroperasi dalam waktu yang cukup
]amg di Indonesia, yaitu terhitung sejak tahun 1957°. Independen di sini
dimaksudkan adalah OXFAM tidak mempunyai ikatan kerja dengan salah satu
negara fertentu sepeti Inggris, walaupun OXFAM berkantor pusat dan
didirikan di Inggris. Dalam pendanaan bantuannya, OXFAM juga mempunyai
salah satu ciri khas yaitu OXFAM mendapatkan dana dari penjualan aksesori
atau‘pernak-pernik yang bermuatan informasi akan bencana di suatu negara,
‘..Aksesori ini di per jual belikan melalui toko-toko retail OXFAM di beberapa
' 'bel'aiian dunia, dengan tujuan agar warga masyarakat internasional mengetahui
dan mau menyumbang dengan cara membeli aksesori tersebut. Adapun

beberapa INGO besar lainnya yang turun membantu, seperti US-AID, AUS-

sy ,
-AID, adalah organisasi intemasiopei] yang merupakan perpanjangan tangan
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dari pemerintah negara asal bantuan. AUS-AID dan US-AID merupakan
bagian dari program kementrian luar negeri negara Australia dan Amerika
Serikat, yang mempunyai tujuan memberikan bantuan dan donasi kepada
seluruh negara-negara di dunia yang mengalami bencana.’ Contoh lain adalah
OIM-IOM yang merupakan organisasi penanggulangan pengungsi
internasional, yang mempunyai ikatan konsultatif dengan PBB, yang
beranggotakan 105 negara dengan 27 negara pengamat, yang pendanaannya
berasal dari sumbangan negara-negara anggota tersebut’. Perbedaan lainnya
adalah OXFAM merupakan lembaga kemanusiaan internasional yang dalam
praktek pemberian bantuannya turun langsung dan terjun langsung ke tengah
masyarakat dengan- bekerja sama dengan beberapa lokal partner. Sedangkan
OIM-IOM, US-AID, AUS-AID, dalam praktek pemberian bantuannya tidak
turun langsung melainkan melakukan birokrasi dengan pemerintahan setempat
dan melakukan tender atas proyek-proyek yang dilakukan.

Setelah tahap gawat darurat atau emergency respounse, penanggulangan
bencana gempa bumi di DIY memasuki tahap Rekonstruksi dan Rehabilitasi.
Pada tahap ini OXFAM ipelakukan beberapa tindakan melalui beberapa

program-program yang dijalankannya, adalah sebuah hal yang menarik untuk
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Jjurang-jurang bantuan kemanusiaan yang tidak rata didapatkan oleh

masyarakat

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan hal itu kemudian penulis merumuskan permasalahan

sebagai berikut

Bagaimana peran OXFAM dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi

pasca gempa di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 20067

1.3 Kerangka Pemikiran
1.3.1. Kerja sama Internasional

Hubungan internasional pasca perang dingin ditandai dengan semakin
meningkatnya interdependensi dan intensitas hubungan antar negara.
Demikian halnya &engan berbagai isu global, telah menjadi perhatian dalam
hubungan internasional. Hal itu bermula dari masalah-masalah lingkungan
hidup yang terjadi dalam wilayah suatu negara, kemudian masalah ini
diketahui dan dirasakan dampaknya oleh negara-negara lain dan pada akhirnya
menimbulkan kepedulian bersama. Pada masa sekarang, aspek lingkungan
hidup merupakan salah satu aspek yang penting dalam hubungan

internasional. Isu-isu lingkungan dalam hubungan internasional bukan



sumber daya alam (SDA) adalah kunci utama kebangkitan dan keruntuhan
suatu negara yang sud;h disadari sejak lama.®

Menurut Andrew Hurrell, politik lingkungan internasional adalah
suatu proses di mana antar negara bisa menegosiasikan masalah-masalah
lingkungan. Apakah nanti caranya dengan menciptakan suatu aturan atau
menciptakan sebuah rezim scbagai jalan untuk mempermudah kerja sama atau
dengan mendirikan institusi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik-
konflik yang terjadi mengenai masalah lingkungan dalam skala regional
maupun skala global. Pertanyaan paling mendasar adalah bahwa di dunia ini”
ada 170 sistem politik (yang berarti ada 170 negara). Bisakah 170 sistem
politik tersebut dengan berbagai macam permasalahan yang dihadapi akhirnya
mencapai suatu kesepakatan, bisa bernegosiasi dan dapat melakukan kerja
sama mengenai masalah lingkungan? Karena kenyataannya dari 170 sistem
politik ini tidak mungkin semuanya sama dan dapat bekerja sama. Hurrell
mengharapkan isu lingkungan ini menjadi tanggung jawab semua warga
negara dan bukan hanya pada level negara. Pada akhirnya pendekatan yang
ditawarkan Hurrell adalah dengan meningkatkan kesadaran manusia akan gaya

hidup, serta kebijakan pemerintah mengenai sustainable development’.

® Jan H Rowlands & Mallory Greene, Global Environment Change & International Relations,
Millenium Publishing, him.1
7 Andrew Hurrell & Bennedict Kingsbury, The International Politics of Environment, Actors,
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Dalam hubungan internasional memunculkan kerja sama internasional
yang merupakan realisasi positif yang diblItuhkan oleh negara dalam
mengadakan hubungan dengan negara lain. KJ Holsti memberikan penjelasan
mengenai kerja sama internasional sebagai suatu kecenderungan yang sudah
diterima secara umum adalah masalah multilateral yang bersifat non
keamanan®. Kebanyakan pemerintah sekarang mengetahui dan menyadari
bahwa fakta mengenai adanya saling ketergantungan, menuntut mercka
melakukan kerja sama dalam menanggulangi masalah yang dihadapi bersama
seperti pencemaran lingkungan, penipisan sumber daya alam, kekurangan
sumber daya manusia yang handal, pengaturan lembaga non pemerintahan
serta-penanggulangan korban bencana alam terkait dengan HAM.

Di dalam hubungan internasional terdapat suatu bentuk kerja sama,
baik kerja sama bilateral, multilateral, regional bahkan hubungan yang
ditandai oleﬁ konflik dan persaingan hingga kerja sama internasional yang
dilakukan itu memberi suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai dan memberi
keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam kerja sama itu. Kerja sama
sendin ‘dapat dilihat sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh beberapa orang
atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama internasional

dalam masyarakat internasional dewasa ini merupakan suatu keharusan

8Holsti, KJ, International Politic: A Framework for Analysis, diterjemahkan oleh Wawan
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Pembahasan mengenai organisasi internasional sebagai salah satu aktor
dalam hubungan internasional akan didasarkan pada pemikiran Pluralisme.
Empat asumsi dasar ﬁemikiran pluralisme adalah:'®

1. Aktor bukan negara juga penting keberadaannya di dalam
hubungan internéléional,

2. Negara terdiri déri individu-individu, kelompok kepentingan dan
birokrasi,

3. Negara bukaniah aktor yang rasional karena perbedaan
kepentingan, proses tawar menawar dan kebutuhan tidak selalu
suatu proses pengambilan keputusan yang rasional,

4. Meluasnya agenda yang di bahas dalam hubungan internasional.
Agenda yang dibahas dalam hubungan internasional tidak hanya
masalah national security, tapi muncul masalah-masalah lain
seperti ekonomi, sosial, lingkungan dan lainnya.

Organisasi internasional termasuk bagian yang tidak terpisahkan

(integral) dari jaringan hubungan intemasional dan bahwa kebanyakan negara
berpartisipasi dalam berbagai jenis organisasi tidak hanya memperluas

kemungkinan untuk kebijakan nasional tetapi- menambah ikatan di tempat

19 Paul R Viotti dan Mark V Kauppi, Inrernatinal Relation
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negara beroperasi'. Hal ini diperkuat oleh definisi lain dari organisasi
internasional-yang diberikan Teuku May Rudy, bahwa organisasi internasional
adalah pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari
struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan
untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya sc;cara berkesinambungan
dan melembaga guna mengusahakan tercapainyé tujuan-tujuan  yang
diperlukan serta disepakati bersama, baik pemerintah dengan pemerintah
maupun antara kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda'?.

Secara tradisional, organisasi intemasional dapat dideskripsikan
sebagai organisasi antar dua atau lebih negara. Terdapat tiga jenis orgal;isasi,
yakni'®: -

1. International Governmental Organizations (1GO’s), yang diciptakan
-oleh negara untuk mengatur hubungan dengan negara lainnya yang
bersifat mutual.

2. Inmternational Non Governmental Organizations (INGO’s), yang
bersifat privat dan non profit yang kebanyakan memiliki hubungan

konsultatif dengan PBB.

" Hernan, Charles F, Kegley Jr. Charles W, Rosenau, James N, New Directions in the Study of
Foreigin Policv, Allen and Unwin,Boston,1987,hlm.460

12 Rudy, Teuku May, Drs,SH,MAMIR, Administrasi dan Organisasi Internasional, PT

Eresca, Bandung.1993 him 3

1> Theodre A Coulumbis dan James H. Wolfe, Pengantar limu Hubungan Internasional:
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3. Transnational Organization, yang digunakan untuk mendeskripsikan
ke]ompok—kelompok bisnis yang melaksanakan operasinya lebih di
satu negara.

OXFAM di sini termasuk ke dalam Transnational Organizations
merujuk kepada keanggotaan dari komitenya dan lintas batas wilayah
program-program yang dilakukannya dan juga persebaran kantor’
perwakilan OXFAM itu sendiri. Sebagal salah satu aktor yang
berperan dalam isu lingkungan hidup maka INGO’s, menurut
‘Hodgkinson dan Summariwalia didefenisikan sebagai: organisasl yang
perfungsi sebagai pendamping (advocate) anggota masyarakat yang
miskin, terabaikan, dan tertindas. Pendampingan dilakukan dengan
berbagai upaya yang meliputi: (1) pelayanan sosial bagi mereka yang
terabaikan; (2) mempromosikan inovasi dalam skala kecil; (3)
melakukan fungsi sebagai sebuah wasosiasi moral” bagi kaum
'terbe]akang”. Di dalam sebuah sistem politik yang otoriter, organisasi
jni membantu masyarakat dengan menyediakan sarand konstitusional
agar anggota masyarakat dapat melakukan kegiatan sosial, ekonomi,
politik, dan spiritual secara otonom dalam rangka pembentukan sebuah

civil society.

- .
4 Bob S Hadiwinata, Kiprah LSM dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Civil Society,
Diktat Perkuliahan OINP, hal 30
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OXFAM merupakan salah satu INGO’s besar yang memfokuskan diri
pada perlindungan pengungsi, tetapi kemudian berkembang pada-isu — isu lain
yang terkait seperti perlindungan terhadap korban perang, Fair Trade dan
penanggulangan korban bencana kemanusiaan termasuk bencana alam.
OXFAM telah melakukan aktivitasnya di Indonesia sejak tahun 1957 dengan
memfokuskan diri pada aktivitas untuk melindungi area lingkungan hidup
Indonesia ini, OXFAM bekeﬁa sama dengan masyarakat lokal, pemerintah
lokal, sektor swasta, dan organisasi internasional dalam setiap pekerjaan yang
dilakukannya.

- - INGO’s umumnya tidak melibatkan pemerintah secara langsung dan
- beranggotakan perwakilan—perwakilan non pemerintah seperti kelompok,
asosiasi, organisasi/individu—individu dalam suatu negara atau di negara lain.
Kebera;daan INGO’s sebagai sektor 1T dapat dilihat sebagat suatu upaya untuk
memberdayakan rakyat yang dapat diartikan sebagai upaya mengembangkan,
memandirikan, menswadayakari dan memperkuat posisi tawar masyarakat
lapisan .bawah terhadap kekuatan—kekuatan penekan di segala sektor

kehidupan. Di samping itu juga mengandung arti melindungi dan membela
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2.

Menurut asal mula pendiriannya, terdapat tiga kategori INGO’s'®

. Poverty — alleviation INGO's

INGO?’s jenis ini muncul sebagai reaksi terhadap proses kemiskinan
struktural dan ketidakpuasan terhadap program-program (fop-down)
pemerintah dalam mengatast qupiskinan. Tujuan utama mereka adalah
untuk memberantas kemiskinan dengan membuat program-program
pembangunan berdimensi swadaya dan kadang-kadang aktivitas
charity. Mereka muncul dan tumbuh sebagai organisasi yang

memfokuskan pada isu-isu lokal dan sektoral, yakni meningkatkan

-swadaya kavm miskin (terutama di pedesaan) dalam hal communal-

management dan enterpreneurship.

Emancipatory INGO's

INGO’s kelompok ini muncul sebagai reaksi atas perkembangan isu
makro politik global yang menekankan pada enlightenment dan
emansipasi sepertt masalah lingkungan, perempuan dan anak.
Kemunculan mereka sangat dipengaruhi oleh bangkitnya kesadaran
untuk membongkar stuktur yang menempatkan perempuan, lingkungan
dan anak sebagai korban eksploitasi. Tujuannya adalah untuk
meningkatkan posisi tawar kelompok tertentu dalam masyarakat (e.g.

perempuan dan anak) agar tidak menjadi sumber eksploitasi.

e as o= N - e — - . - reE ox  wm .- . 0% '} . & . . s vF 91



3. Anti-authoritarian INGO's
Muncul sebagai rgaksi terhadap ketimpangan politik yang mereka
anggap kurang kondusif bagi terciptanya demokrasi, kepastian hukum
d;an perlindungan terhadap HAM. Mercka umumnya beranggapan
bahwa salah satu persoalan yang terpenting adalah bagaimana

menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya demokrasi di dunia.

OXFAM di sini masuk ke dalam kelompok Emancipatory sekaligus
Anti- authoritarian INGO’s, di mana OXFAM menyadari akan arti
perlindungan-terhadap hak-hak asasi dari para korban bencana kemanusiaan
dan bencana alam demi terwujudnya penegakan hukum dan HAM.

Seperti yang tertulis dalam Oxfam Sphere Handbook, OXFAM sesuai
dengan Human%‘tarian Chapter berkewajiban untuk membantu para korban
gempa sesuai dengan butir ketiga dari ruang lingkup yang mendapat perhatian
dari OXFAM, yaitu tentang membantu korban bencana alam. Pernyataan
tersebut adalah'’:

Save Disabled people Issues. In any disaster, disabled people
— who can be defined as those who have physical, sensory or
emotional impairments or learning difficulties that make it

more difficult for them to get standard disaster support

r Oxfum Sphere Handbook, Humanitarian Chapter and Minimum Standard, Oxfam
Publishing, Fiiial Edition,London,2004, hlm 11
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services — are particularly vulnerable. To survive a period of
dislocation and displacement, they need s;andard facilities to
be as accessible for their needs as possible. They also need
an enabling social support network, which is usually
provided by the family. Oxfam as a humanitarian
organization have a responsibility to provide the needed of

disabled people as an answer to Humanitarian Chapter

Internasional.

Lebih lanjutnya, Piagam kemanusiaan (Humanitarian Chapter)
menyatakan komitmen lembaga-lembaga terhadap prinsip-prinsip
kemanusiaan dan terhadap pemenuhan Standar-Standar Minimum
tersebut. Komitmen ini dilandasi oleh penghargaan lembaga-lembaga
terthadap  kewajiban-kewajiban etis mereka sendiri, serta
mencerminkan hak-hak dan kewajiban yang telah tertera dalam hukum
internasional yang terkait dengan negara-negara dan pihak-pihak mana
yang mempunyai kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan.

Piagam Kemanusiaan berisi tentang persyaratan-persyaratan
paling mendasar bagi kelangsungan hidup dan martabat orang-orang

yang terkena dampak bencana atau konflik. Standar-Standar Minimum

. . .
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persyaratan-persyaratan tersebut yang terkait dengan kebutuhan orang
akan air, sanitasi, pangan, hunian dan perawatan keschatan. Secara
menyeluruh, Piagam Kemanusiaan dan Standar-Standar Minimum
merupakan . sumbangsih bagi kerangka kerja operasional demi
akunt‘abililtéé upaya-upaya bantuan kemanusiaan'®.

. Adépun Prinsip Piagam kemanusiaan yang berhubungan
dengan proses penanggulangan dan penyelamatan korban bencana
adalah HAak terhadap kehidupan yang bermartabat. Hak ini tercermin
dalam langkah-langkah hukum terkait dengan hak untuk hidup, hak
terhadap standar kehidupan yang layak dan hak untuk bebas dari
perlakuan atau penerapan hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau
* merendahkan martabat manusia.

Dapat dipahami bahwa hak orang - perorangan untuk hidup
berarti juga hak untuk mendapatkan langkah-langkah penyelamatan
nyawa/hidup tersebut, serta sebaliknya adanya kewajiban yang sama
terhadap orang lain untuk mengambil langkah-langkah semacam itu.
Tersirat di dalamnya adalah kewajiban untuk tidak menghambat atau
mencegah penyediaan bantuan untuk menyelamatkan nyawa manusia.
Selain itu, hukum kemanusiaan internasional secara spesifik telah

membuat ketentuan khusus mengenai penyediaan bantuan bag:

' Proyek Sphere, Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum dalam Respons Bencana,
Edisi 2006, terjemahan Bahasa Indonesia dari The Sphere Project Internasional oleh
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penduduk sipil selama terjadinya konflik yang mewajibkan negara-

negara . dan pihak-pihak lain wuntuk mengizinkan penyediaan

kemanusiaan yang bersifat kémanusiaan dan tidak pandang bulu
tatkala penduduk sipil mengalami kekurangan bahan kebutuhan
pokok'®. |

Kemudian lebih lanjut di délam Piagam Kemanusiaan juga
disebutkan Peran dan Tanggung Jawab semua pihak terhadap
penanggulangan bencana di antaranya®:

1. Adanya pengakuan bahwa usaha penyelamatan dan

- -penanggulangan bencana pertama kali dilakukan olech para
korban bencana itu sendiri dan adanya pengakuan bahwa
tanggung jawab utama penyelamatan dan penanggulangan
bencana dilakukan oleh negara di mana kemampuan warga
negaranya tidak lagi memadai.

2. Hukum Internasional mengakui bahwa orang-orang yang
terkena dampak tersebut berhak mendapatkan perlindungan
dan bantuan. Hukum internasional menentukan kewajiban-
kewajiban hukum negara-negara atau semua pihak untuk
menyediakan bantuan kemanusiaan atau memperbolehkan

pemberian bantuan kemanusiaan dari pihak-pihak lam,




- serta untuk menegah dan mengendalikan diri dari prilaku
yang -melanggar hak-hak dasar manusia. Hak-hak dan
kewajiban-kewajiban itu telah tercantum dalam hukum-
hukum HAM  internasional, hukum kemanusiaan
internasional dan hukum pengungsi internasione;]".

3. Sesuai dengan dua kewajiban utama di | atas dan
keterbatasan pihak-pihak yang bertanggung jawab, maka
lembaga-lembaga kemanusiaan berhak dan diakui perannya
dalam penanggulangan dan penyelamatan korban bencana
kemanusiaan dan konflik bersenjata.

Dalam pelaksanaan penanggulangan dan penyelamatan
terhadap korban bencana kemanusiaan dan konflik bersenjata maka
disusunlah beberapa Standar-Standar Minimum sesuai dengan prinsip,
hak dan kewajiban yang tertera dalam piagam kemanusiaan.

Adapun Standar-Standar Umum itu sebagai berikut:

a) Partisipasi
Penduduk yang terkena dampak bencana secara aktif

berpartisipasi  dalam  pengkajian, perancangan,

.
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b) Pengkajian Awa]

d)

Pengkajiap awal memberjkap Suatu pemahaman tentang

" sitnasj bencana dan suapy analisa Yang jelas tentang

ancaman terhadap hidup, Martabat, kesehatan dan

kebutuhap penduduk yang berada dalam wilayah
kekuasaannya akan perlindungan dan bantuan, dan
ketika pengkajian dar analisis menunjukkan bahwa:
kebutuhamkebutuhan tersebut tidak terpenuhi,
Penentuan Sasaran

Bantuan atay pelayanan kemanusiaap disediakan secara
berkeadilan dan tanpa pilih kasih, be-'rdasarkan pada

kerentanan dap kebutuhan. Orang-perorangan atay
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. 8)

LA

kelompok-kelompok tertentu yang terkena dampak
bencana.

Pemantauan

Efektivitas program dalam menangani masalah
teridentifikasi dan perubahan-perubahan dalam konteks
yang lebih luas secara terus menerus dipantau, dengan
tujuan untuk meningkatkan  program atau
mengakhirinya sesuai kebutuhan.

Evaluasi

Ada-suatu kajian yang sistematis dan imparsial terhadap
tindakan kemanusiaan yang dimaksudkan untuk
menarik pelajaran demi memperbaiki praktek dan
kebijakan dan untuk meningkatkan akuntabilitas.
Kompetenst dan Tanggung Jawab Pekerja Kemanusiaan
Pekerja kemanusiaan mempunyai kualifikasi, sikap dan
pengalaman yang tepat untuk merencanakan dan secara

efektif melaksanakan program yang tepat.

| o SRR S A Ann it mean ;e Ane T lrmvan mne trnehadne



Pekerja kemanusiaan menerima supervisi dan dukungan
untuk memastikan pelaksanaan program bantuan
kemanusiaan efektif.

Untuk Standar-Standar Minimum dalam proses rekonstruksi
dan rehabilitasi pasca bencana _a__kan penulis terangkan lebih lanjut
dalam Bab 1II, beserta aturan-aturan negara Republik Indonesia
mengenai proses rekonstruksi dan rehabilitasi pésca bencana dan

keterlibatan pihak asing dalam pelaksanaannya.

1.4 Hipotesa Sementara

Setelah melakukan penelitian awal, penulis kemudian melakukan
analisa dan menghasilkan hipotesa sebagai berikut :

Dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa di Yogyakarta
OXFAM berperan dengan melakukan beberapa program. Adapun program-
programnya yaitu:

1. Program perbaikan dan pembangunan sarana fisik.

Program ini menitik beratkan kepada perbaikan dan pembangunan
kembali sarana fisik yang layak bagi masyarakat korban gempa.

Sub program yang termasuk ke dalam program perbaikan dan
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A. Shelter Program / Program Pembangunan Tempat

Tinggal

B. Water and sanitation Programme [ Program

Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sarana Sanitasi.
2. Program Kesehatan Masyarakat / Public Health Programme

Program 1ini bertujuan untuk memberikan pelayanan keschatan dan.
bantuan kesehatan, berupa obat-obatan dan suplemen kepada
masyarakat korban gempa agar mereka terjaga dan penyakit pasca

bencana.
3. Program Bantuan Kesejahteraan / Livelihoods Programme

Program ini memberikan bantuan berupa dana atau modal kepada
masyarakat dengan metode tertentu sehingga masyarakat dapat
membangun kembali kehidupan perekonomian mereka pasca

bencana.

I.5 Metode Penelitian
Penelitian int bersifat kualitatif yakni yang melibatkan data—data non
matematis dengan pemakaian organisasi pemikiran yang bersifat i‘ndgktif.

Serta dengan metode penelitian deskriptif yang membahas dan memberikan
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data yang ada dan tertuju pada pencarian alternatif untuk menjawab

permasalahan yang dihadapi.
Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik studi

dokumen dengan menggunakan data yang berasal dari referensi—referensi

?

perpustakaan, majalah, jurnal-jurnal, dan sumber—sumber sekunder berupa =

data yang ditulis oleh pengamat atau orang — orang yang ahli dalam bidang
permasalahan ini.

Selain  menggunakan teknik studi dokumen, penulis juga
mengumpulkan data dengan melakukan wawancara terhadap kelompok dan
perorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan ini.

- Dalam-menulis penelitian- ini penulis menggunakan desain kualitatif.
Desain kualitatif adalah desain yang tidak memiliki “peraturan™ dan prosedur
tetap, tetapi lebih terbuka dan terus berkembang?. Format dalam desain
kualitatif lebih bebas dari pada format dalam desain kuantitatif, meskipun
begitu ciri dasarnya adalah bahwa desain terscbut sesuai dengan asumsi
paradigma kualitatif. Lebih jauh, dengan penelitian kualitatif yang relatif baru
dalam bidang penelitian ilmu sosial dan ilmu tentang manusia, idealnya desain
tersebut harus menyampaikan suatu pemikiran kuat untuk pemilihan desain

kualitatif®2.
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Pendekatan kualitatif menggunakan pustaka secara induktif
menjelang akhir penelitian Dari sudut pandang studi kasus kuali;atif, Merriam
(1988) menyatakan “sementara tinjauan pustaka membantu dalam
merumuskan masalah tanpa mengabaikan desain, keberadaannya dalam
B penelitian induktif tidak begitu menonjol dibandingkan dalam penelitian

teori”. Sudut pandang grounded theory dan Glaser-(1978) juga mendukung

pendekatan  induktif “dalam pendekatan ini kita terlebih dahulu

mengumpulkan data di lapangan” lalu mulai menganalisanya dan menyusun

teori. Setelah teori memiliki dasar yang kuat dan berkembang, lalu kita

_melakukan tinjauan pustaka di lapangan dan menghubungkan teori dengan
- tinjauan pustaka itu melalui penggabungan “de™®.

Menurut Kathleen M. Fisenhardt (1989)*, Studi kasus adalah strategi
riset yang terfokus pada pemahaman terhadap sesuatu yang dinamis dalam
konteks tunggal. Studi kasus dapat melibatkan satu kasus atau lebih, dengan
tingkat analisa yang berbeda-beda. Studi kasuvs dapat digunakan untuk
memberikan gambaran terhadap suatu masalah, pengujian teori, atau
pembentukan teori.

Pada tahap awal penelitian, yang dilakukan adalah mengidentifikasi
pertanyaan riset untuk membentuk fokus riset dan menghindari pengumpulan

data yang berlebihan/tidak dibutuhkan. Sama dengan identifikasi pertanyaan

3 Ibid, hal 41



riset dalam penelitian pengujian hipotesis. Selain identifikasi pertanyaan riset,
pada fase ini juga.dilakukan spesifikasi bentuk awal teori. Sebaiknya pada
tahap ini peneliti tidak dipengaruhi teori lain dan tidak memiliki hipotesis
untuk diuji.

Pada penelitian sﬁdi kasus, pengumpulan data dapat dilakukan melalui
wawancara, observasi, dan lain-lain. Sebuah studi kasus dapat menggunakan
kuantitatif data saja, kualitatif data saja, maupun gabungan keduanya. Data
kuantitatif dapat mengindikasikan hubungan yang tidak terlihat oleh peneliti,
dan menjaga agar peneliti tidak terpengaruh oleh penekanan yang salah dari
bukti/data kuantitatif. Bukti/data kuantitatif bermanfaat untuk pemahbaman
_teori yang mendasari munculnya hubungan dari data kuantitatif yang

diperoleh.

L6 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.6.1 Tujuan Peneli-tian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencar tahu dilema apa yang
dihadapi OXFAM dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa

Yogyakarta 27 Mei 2006, dan bagaimana masa depan kerja sama antara

TRV SN 1 1.1, .. v

PR, JHUNPRURJ S |



1.6.2. Kegunaan Penelitian

1. Dapat memberikan informasi bagi semua pihak yang menaruh minat
terhadap studi mengenai INGO’s, khususnya OXFAM.

2. Dapat memberikan informasi mengenai proses rekonstruksi dan
rchabilitasi- Yogyakarta pasca gempa Mei 2666, sehingga bisa menjadi
pandangan untuk daerah lain apabila menghadapi kejadian yang kurang lebih
sama. -

3. Memberikan sumbangan bagi perkembangan studi hubungan
internasional dan memberikan gambaran bagi para akademisi yang menaruh

- perhatian.pada masalah hubungan kerja sama antara INGO’s dan negara.

I.7.  Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I terdiri dari latar belakang penulisan, maksud dan tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Dengan susunan
sebagal b-erikut:

1.1 Latar belakang masalah
1.2 Pokok Permasalahan
1.3 Kerangka Pemikiran

1.3.1 Kerjasama Internasional



ﬁ‘r

1.4

1.6

L 1.7

e T dalamh [ekonstruksi pasca gempa di

berikut:

1.1

- pada Bab 11 penulis akan

Hipotesa Sementara

Metode Penelitian

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.6.1 Tujuan Penelitian

1.6.2 Kegunaan Penelitian

- Qistematika Penulisan

OXFAM Internasional

11.1.} Pendirian OXFAM

11.1.2  Struktur Organisas OXFAM

11.17.3 Ruang Lingkup Pekerjaan
OXFAM

114 Pendekatan Kerja OXFAM

11.1.5 Sumber Pendanaan OXFAM

11.1.6 Misi OXFAM

11.1.7 Vist OXFAM

.18 Pencapaian OXFAM
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menulis tentang deskripsi wmum OXFAM,

_ yaimu gambaran.- voum tentang OXFAM sampai dengan keterlibatan OXFAM

Yogyakarta. Dengan susunan sebagai



1.2 OXFAM di Indonesia
11.2.1 Sejarah OXFAM di Indonesia
11.2.2 Visi OXFAM di Indonesia
11.2.3 Ruang Lingkup Pekerjaan
OXFAM di Indonesia

11.2.4 Program Oxfam di Indonesia

Pada bab III penulis akan menulis deskripsi umum tentang proses
rekonstruksi dan rehabilitdsi pasca bencana gempa bumi Yogyakarta 27 Mei
2006, yaitu gambaran umum tentang proses rekonstruksi dan rehabilitasi,
dasar hukum internasional mengenai Proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi,
standar internasional Proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi, dan peran
pemerintah maupun Organisasi Internasional Non Pemerintah (INGO’s) dalam
Proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Gempa di Yogyakarta. Dengan
susunan sebagai berikut:

1l.1 Dasar Hukum Internasional Proses Rekonstruksi dan
Rehabilitasi

1112  Standar Internasional Proses Rekonstruksi dan
Rehabilitasi

111.3 Peran Pemerintah Indonesia dalam Proses Rekonstruksi
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III.3.1 Peran Pemerintah Pusat

I1.3.2 Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
HI.4 Peran Organisasi Internasional dalam  Proses

Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Gempa di

Yogyakarta

Pada bab IV penulis akan mendeskripsikan tentang peran OXFAM
dalam pelaksanaan usaha rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa dan
hambatan yang dihadapi OXFAM dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi
pasca gempa. Dengan susunan scbagai berikut:

IV.l  Strategi OXFAM dalam Proses Rekonstruksi dan
Rehabilitas: Pasca Gempa di Yogyakarta
IV.2 Hambatan OXFAM dalam Proses Rekonstruksi dan

Rehabilitasi Pasca Gempa di Yogyakarta



